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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  E   N   E   T   A   P   A  N
NOMOR :  116/G/20 11/PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  gugatan  Penggugat  te r t angga l  1  Jun i  

2011 d ida f t a r  d i  kepan i t e r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  tangga l  14  Jun i  2011 di  bawah  reg i s t e r  

Nomor  :  116/G/20 11/PTUN- JKT,  yang  te l ah  dia j ukan  oleh  :  

- - - - -

HARRY LUMENTUT,  Warganegar a  Indones ia ,  ber alamat  di  J l .  

Nani  Warta  Bone  No.  28  Kabi l a  Kabupaten  

Bone  Bolango ,  Prov ins i  Goronta lo ,  da lam 

hal  in i  d iwak i l i  kuasanya  :

MARIAM  PANGEMANAN  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EGIDIUS  KASENGKANG,  S.H.  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kesemuanya  Warga  Negara  Indones ia ,  Para  

Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum  MARIAM 

PANGEMANAN,  S.H.  dan  Rekan,  J ln .  

Rawamangun  No.  24  Rawasar i  Jakar t a  Pusat  

berdasarkan   Sura t  Kuasa  Khusus  tangga l  

26 Mei  2011 se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  .  

PENGGUGAT ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    L A W A 

Hal  1 dar i  7 hal  Penetapan  Nomor  
116/G/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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N- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENTERI  PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,   ber kedudukan  di  

J l .  Medan  Merdeka  Bara t  No.  8,  Jakar ta  

Pusat ,  DKI  Jakar t a  se lan ju t nya  d isebu t  

sebaga i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TERGUGAT 

;

Menimbang,  bahwa   Penggugat  da lam  gugatannya  

memohon  untuk  :  Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  

Keputusan   Menter i  Perhubungan  cq  Pani t i a  Pengadaan  

Barang/Jasa  Satuan  Ker ja  Di rek to ra t  Bandar  Udara ,  

Kementer i an  Perhubungan  RI  No.  13.23 /SRT/DBU-

PAN/MMS/IV /2011  tangga l  15  Apr i l  2011  sesua i  Pengumuman 

Pemenang Le lang  Umum Pasca  Kual i f i k a s i  Pembangunan  Bandar  

Udara  Baru  Sumarorong  Prop ins i  Sulawes i  Bara t  No  :  

13.32 /PENG/  DBU-PAN /MMS/IV /2011 ,  tangga l  18 Apr i l  2011  ;  

- - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  62  (1 )  Undang-

Undang No.  5 Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  te rakh i r  dengan 

Undang- Undang  No.  51 Tahun  2009 ten tang  Perubahan  Kedua 

Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  Ketua  Pengadi l an  dalam  Rapat  

Permusyawara tan  berwenang  menetapkan  bahwa gugatan  t i dak  

di te r ima  atau  t i dak  berdasar  da lam  ha l  d ipenuh i  

keten tuan - keten tuan :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pokok  gugatan  te rsebu t  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  da lam 

wewenang  Pengad i l an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Syara t - syara t  gugatan  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  56  

t i dak  dipenuh i  o leh  Penggugat  seka l i pun  ia  te l ah  

dibe r i t a hu  dan dipe r i nga t kan  ;  -

Gugatan  te rsebu t  t i dak  didasarkan  pada  alasan- alasan  yang  

layak  ;  - - - - - - - - -

Apa  yang  d i t un tu t  da lam  gugatan  sudah  te rpenuh i  o leh  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Gugatan  dia jukan  sebe lum  waktunya  atau  te l ah  lewat  

waktunya  ;  - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa keten tuan  yang  d ia tu r  da lam  Pasal  

62  (1)  te rsebu t  adalah  bers i f a t  a l te r na t i f  o leh  karena  

i t u ,  apakah  gugatan  Penggugat  te rmasuk  dalam  keten tuan  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa guna  mempero leh  ke je l asan  mengenai  

keadaan- keadaan  yang  d iungkapkan  Penggugat  da lam 

gugatannya ,  maka  Pengadi l an  te l ah  memanggi l  Pihak  

Penggugat  dan  Pihak  Tergugat  untuk  had i r  da lam  acara  

Di ssmisa l  Proses ,  d imana  had i r  yang  mewaki l i  Terguga t  dan  

tanpa  hadi rnya  pihak  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasa l  48  Undang- Undang  

No.  5 Tahun  1986  sebaga imana  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Hal  3 dar i  7 hal  Penetapan  Nomor  
116/G/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Undang- Undang  No.  51  Tahun   2009  menyebutkan  bahwa   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  hal  suatu  Badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  

dibe r i  wewenang  oleh  atau  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  untuk  menyelesa i kan  secara  

admin is t r a t i f  sengketa  Tata  Usaha Negara  te r t en tu ,  maka 

sengketa  ta ta  usaha  negara  te rsebu t  harus  d ise lesa i kan  

mela lu i  upaya  admin is t r a t i f  yang  te rsed ia .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l an  baru  berwenang  memer iksa ,  memutus ,  dan  

menyelesa i kan  sengketa  ta ta  usaha  negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam  ayat  (1 )  j i k a  se lu ruh  upaya  

admin is t r a t i f  yang  bersangku tan  te lah  digunakan .  

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pengad i l an  yang  dimaksud  Pasa l  48  

ayat  (2 )  te r sebu t  ada lah  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  keten tuan  Pasal  51  ayat  (3 )  Undang-

Undang No.  5 Tahun  1986  yang  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  

Undang- Undang  No.  51  Tahun   2009   menyatakan ,  “  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  ber tugas  dan  

berwenang  memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  di  

t i ngka t  per tama  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  48”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  

Pemer in tah  te l ah  d ia tu r  mengenai  upaya  admin is t r a t i f  

berdasarkan  Pera tu ran  Pres iden  No.  54  Tahun  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  da lam  perkara  in i  menyangkut  Keputusan  

dalam  Pengadaan  barang  dan  jasa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  pengadaan  barang  dan  jasa  

yang  di i ku t i  o leh  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  Pani t i a  te lah  

mengeluarkan  Pengumuman  Pemenang  Lelang  Umum  Pasca  

Kual i f i k a s i  Pembangunan  Bandar  Udara  Baru  Sumarorong  

Prop ins i  Sulawes i  Bara t  No  :  13.32 /PENG/DBU-PAN 

/MMS/ IV /2011 ,  tangga l  18  Apr i l  2011   dan  Penggugat  te lah  

menyatakan  kebera tan  dengan  sura t  sanggahan  No.  

131/TMB/GTLO/ IV /2011 ,  tangga l  25  Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Pani t i a  te l ah  menjawabnya  berupa  

sura t  jawaban  sanggahan  tangga l  27  Apr i l  2011  yang  

di te r ima  Penggugat  tangga l  2  Mei  2011 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Penggugat  t i dak  mengajukan  

sanggah an band ing  ke  Menter i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Penetapan  Pemenang  le l ang  

dalam  pengadaan  barang  dan  jasa ,  berdasarkan  Pera tu ran  

Pres iden  No.  54  Tahun  2010,  te rdapa t  upaya  sanggahan  dan  

sanggahan  band ing  sebaga imana keten tuan  :

Hal  5 dar i  7 hal  Penetapan  Nomor  
116/G/2011/PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Pasal  80

ULP/Pe jaba t  Pengadaan  menetapkan  has i l  pemi l i han  Penyed ia  

Barang/Jasa .  

ULP/Pe jaba t  Pengadaan  mengumumkan  has i l  pemi l i han  

Penyed ia  Barang/Jasa  sete lah  di te t apkan  mela lu i  

websi t e  K/L /D / I  dan papan pengumuman resmi .

Pasal  81

Peser ta  pemi l i han  Penyed ia  Barang/Jasa  yang  merasa  

di rug i kan ,  ba ik  secara  send i r i  maupun  bersama- sama 

dengan  peser ta  la i nnya  dapat  mengajukan  sanggahan  

secara  te r t u l i s  apab i l a  menemukan:

peny impangan  te rhadap  keten tuan  dan  prosedur  yang  

dia tu r  dalam Pera tu ran  Pres iden  in i  dan yang  te l ah  

di te t apkan  dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ;

adanya  rekayasa  yang  mengak iba tkan  te r j ad i n ya  

persa ingan  yang  t i dak  sehat ;  dan/a tau

adanya  penya lahgunaan  wewenang  oleh  ULP  dan/a tau  

Pejaba t  yang  berwenang  la i nnya .

Sura t  sanggahan  disampaikan  kepada  ULP dan  di tembuskan  

kepada  PPK,  PA/KPA dan  APIP  K/L /D / I  yang  bersangku tan  

pal i ng  lambat  5  ( l ima )  har i  ker j a  sete lah  pengumuman 

pemenang.

ULP  waj ib  member ikan  jawaban  te r t u l i s  atas  semua 

sanggahan  pa l i ng  lambat  5  ( l ima )  har i  ker j a  sete lah  

sura t  sanggahan  di te r ima .

Pasal  82

Penyed ia  Barang /Jasa  yang  t i dak  puas  dengan  jawaban  

sanggahan  dar i  ULP dapat  mengajukan  sanggahan  band ing  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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kepada  Menter i /  Pimpinan  Lembaga/Kepa la  

Daerah/P imp inan  Ins t i t u s i  pa l i ng  lambat  5  ( l ima )  har i  

ker j a  sete lah  di te r imanya  jawaban  sanggahan.

Penyed ia  Barang/Jasa  yang  mengajukan  sanggahan  band ing  

waj ib  menyerahkan  Jaminan  Sanggahan  Banding  yang  

ber l aku  20  (dua  puluh)  har i  ker j a  se jak  penga juan  

Sanggahan Banding .

Jaminan  Sanggahan  Banding  di te t apkan  sebesar  20/00  (dua  

perser i bu )  dar i  n i l a i  to ta l  HPS atau  pa l i ng  t i ngg i  

sebesar  Rp 50.000 .000 ,00  ( l ima  puluh  ju ta  rup iah ) .

Sanggahan Banding  menghent i kan  proses  Pele langan /Se leks i .

LKPP  dapat  member ikan  saran ,  pendapat  dan  rekomendas i  

untuk  penye lesa ian  sanggahan  band ing  atas  permin taan  

Menter i /P imp inan  Lembaga/Kepa la  Daerah /P imp inan  

Ins t i t u s i .

Menter i /P imp inan  Lembaga/Kepa la  Daerah /P imp inan  Ins t i t u s i  

member ikan  jawaban  atas  semua sanggahan  band ing  kepada  

penyanggah  band ing  pal i ng  lambat  15  ( l ima  be las )  har i  

ker j a  sete lah  sura t  sanggahan  band ing  di te r ima .

Dalam  hal  sanggahan  band ing  dinya takan  benar ,  

Menter i /P imp inan  Lembaga/Kepa la  Daerah /P imp inan  

Ins t i t u s i  memer in tahkan  ULP/Pejaba t  Pengadaan  

melakukan  eva luas i  u lang  atau  Pengadaan  Barang/Jasa  

ulang .

Dalam  hal  sanggahan  band ing  dinya takan  sa lah ,  

Menter i /P imp inan  Lembaga/Kepa la  Daerah /P imp inan  

Ins t i t u s i  memer in tahkan  agar  ULP  melan ju t kan  proses  

Pengadaan Barang /Jasa  ulang .

Hal  7 dar i  7 hal  Penetapan  Nomor  
116/G/2011/PTUN- JKT.
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Dalam  hal  sanggahan  band ing  dinya takan  benar ,  Jaminan  

Sanggahan Banding  d ikembal i kan  kepada  penyanggah.

Dalam  hal  sanggahan  band ing  dinya takan  sa lah ,  Jaminan  

Sanggahan  Banding  d is i t a  dan  dise to r kan  ke  kas  

Negara /Daerah .

Menimbang,  bahwa   da lam  perkara  in i  te rhadap  obyek  

sengketa  a  quo  te rdapa t  upaya  admin is t r a t i f ,  o leh  

karenanya  sebaga imana  keten tuan  Pasal  48  jo  Pasa l  51 ayat  

(3 )  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  yang  te l ah  diubah  

te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  51  Tahun  2009 ,  bahwa 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  t i dak  berwenang  untuk  

mengadi l i  d i  t i ngka t  per tama  te rhadap  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  yang  ada  upaya  admin is t r a t i f n y a  akan  te tap i  

kewenangan  mengadi l i  Pengadi l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  

sete lah  menggunakan  se lu ruh  upaya  admin is t r a t i f  yang  

te rsed ia  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa 

berdasarkan  per t imbangan  d i  atas  dengan  demik ian  pokok  

gugatan  Penggugat  nyata - nyata  t i dak  te rmasuk  wewenang  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  keten tuan  Pasal  

62  ayat  (1 )  huru f  a  Undang- Undang No.  5  Tahun  1986  yang  

te l ah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  No.  51 Tahun 

2009 Tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang- Undang  No.5  

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karenanya ,  gugatan  Penggugat  

harus  dinya takan  t i dak  d i t e r ima  dan  kepada  Penggugat  juga  

diwa j i b kan  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  da lam 

sengketa  in i ,  yang  besarnya  akan  di ten tukan  pada  amar  di  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t ,  Pasal - Pasal  dar i  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  1986  yang  te l ah  d iubah  te rakh i r  dengan  Undang-

Undang  No.  51 Tahun  2009 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  ser ta  Pera tu ran  Peru ndang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  M E N E  T A P 

K A N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  

di te r ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Menghukum  Pengggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara  

sebesar  Rp 154.000 , -  ( Sera tus  l ima  puluh  empat  r i bu  

rup iah )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  di te t apkan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

pada  har i  Senin ,  tangga l  18  Ju l i  2011,  Oleh  kami  :  H.  

YODI  MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,  M.H. ,  se laku  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  Penetepan  te rsebu t  

pada  har i  i t u  juga  diucapkan  dalam rapa t  permusyawara tan  

yang  dinya takan  te rbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t ,  dengan  diban tu  oleh  

WAHIDIN,  S.H,  M.M. ,  Pani te ra  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jakar t a ,  dengan  dihad i r i  o leh  yang  mewaki l i  Tegugat  dan 

tanpa  dihad i r i  Penggugat  atau  kuasanya .  

Hal  9 dar i  7 hal  Penetapan  Nomor  
116/G/2011/PTUN- JKT.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       PANITERA 

KETUA

t td                   t td

WAHIDIN,  S.H,  M.M.                 H.  YODI  MARTONO 

WAHYUNADI,  S.H,  M.H.   

Rinc ian  biaya  perkara  :

1. Pendaf ta ran  
…………………………….. Rp   30.000 , -
2.  
ATK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Rp      50.000 , -

3. Panggi l an - pangg i l an  . .
…………………. Rp    60.000 , -

4. Matera i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….… Rp     6.000 , -

5.
Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……….. Rp  

5.000 , -

6. Leges  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………….. Rp              3.000 , -  

Rp  154.000 , -

                                   ( Sera tus  l ima  puluh  
empat  r i bu  rup iah ) .  
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